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Lebih dahulu mana, 
Hukum Nasional atau 
Hukum Internasional?

Lebih tinggi mana, 
Hukum Nasional atau 
Hukum Internasional?



Pandangan 
Mengenai 
Hukum Internasional

Voluntarisme

Objektivisme



Voluntarisme



Voluntarisme
Berlakunya Hukum Internasional terletak 

pada kemauan negara.

Berdasarkan pandangan ini maka muncul 
paham dualisme

Hukum Internasional  dan Hukum Nasional 
merupakan dua perangkat hukum yang 
hidup berdampingan dan terpisah. 

Paham ini pelopornya adalah Triepel 
(Jerman) dan Anzilotti (Italia).



Heinrich Triepel

(12 February 1868, Leipzig – 23 
November 1946) was a German jurist 
and legal philosopher. From 1913, he 
was professor of law in Berlin. He 
took critical aim at legal positivism, 
which at the time was the dominant 
legal conception in the German-
speaking world.



Dionisio Anzilotti (February 20, 1867 – August 23, 
1950) was an Italian jurist and judge of the Permanent 
Court of International Justice.

After law studies in Pisa, Anzilotti taught international 
law in Florence, Palermo, Bologna and Rome from 1892 to 
1937. One of the main proponents of Heinrich Triepel's 
theory of dualism, his textbook of international law, Corso 
di diritto internazionale. Vol. I: Introduzione e teorie 
generali (3d. ed. 1928) was translated into several 
languages.

Anzilotti was the secretary-general of the League of 
Nations expert commission preparing the Permanent Court 
of International Justice. He was a member of that court 
from 1921 to 1946 and presided it 1928–30. Notably, in 
the 1923 "Wimbledon case", he was the only PCIJ judge to 
ever vote against a suit brought by the government of his 
own country.



Alasan Dualisme

Hukum Nasional

 Sumber: kemauan negara

 Subyek : perseorangan

 Struktur: sempurna

 Efektifitas: tatap berlaku 
efektif walaupun 
bertentangan dengan 
Hukum Internasional

Hukum Internasional

 Sumber: Kemauan bersama 
negara-negara

 Subjek: Negara

 Struktur: Tidak sempurna



DUALISME

Hk. Internasional Hk. Nasional

2 (dua) Sistem hukum 
yang berbeda

Beda :
1. Sumber Hukumnya
2. Subyek Hukumnya
3. Struktur Hukum

Tidak Ada Hierarki



DUALISME

HN

HI

BEDA

Sumber 
Hukum

HI

HN

Kesepakatan 
Negara2

Kekuasaan Negara

Subyek 
Hukum

Struktur 
Hukum

HI

HN

Negara

Individu

HI

HN

Tidak Ada

Eksekutif,Legislatif 
& Yudikatif



Kelemahan Dualisme
• Pada dasarnya baik Hukum Internasional maupun Hukum Nasional

bersumber dari kemauan negara yaitu kemauan negara untuk
mengatur kehidupan masyarakat. 
• Jadi baik Hukum Internasional dan Hukum Nasional bersumber dari

kebutuhan manusia untuk hidup teratur dan beradab.

• Pada kenyataan dewasa ini perorangan pun dapat menjadi subyek
Hukum Internasional.

• Perkembangan Hukum  Nasional  jauh lebih tinggi daripada Hukum 
Internasional
• jadi, wajar saja Hukum Nasional memiliki bentuk organ yang lebih 

sempurna dari Hukum Internasional.

• Pada kenyataannya seringkali Hukum Nasional tunduk pada Hukum 
Internasional, 
• pertentangan antara keduanya bukan bukti perbedaan struktural 

tetapi hanyalah kurang efektifnya Hukum Internasional. 



Akibat Paham Dualisme

• Tidak akan mungkin dipersoalkan mengenai hierarki antara 
keduanya, karena menurut paham ini Hukum Internasional dan 
Hukum Nasional pada hakikatnya tidak saja berlainan dan 
tidak tergantung satu sama lain, tetapi juga terlepas satu 
sama lain.

• Tidak mungkin ada pertentangan diantara keduanya yang 
mungkin ada hanya penunjukan.

• Hukum Internasional memerlukan transformasi terlebih dulu 
untuk dapat berlaku dalam lingkungan Hukum Nasional. 
(ratifikasi)



Objektivisme



Objektivisme

Berlakunya Hukum Internasional terlepas 
dari kemauan negara.

Muncullah paham monisme yang melihat 
Hukum Internasional dan Hukum Nasional 
merupakan dua bagian dari satu kesatuan 
yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur 
kehidupan manusia. 



MONISME

HUKUM

INTERNASIONAL NASIONAL

INDIVIDU
mengikat mengikat

PerseoranganKolektifNegara



Akibat Monisme

Bahwa antara Hukum Internasional dan Hukum 
Nasional mungkin ada hubungan hierarki. 

Paham ini melahirkan 2 teori, yaitu: 

monisme dengan primat Hukum Nasional dan

monisme dengan primat Hukum Internasional.



MONISME

SATU KESATUAN  SISTEM 
HUKUM

Hk. Internasional
Hk. Nasional

Hierarkhi Pengutamaan

Apakah HI atau HN 
?



Monisme Dengan Primat Hukum 
Nasional

Hukum Internasional adalah lanjutan Hukum 
Nasional untuk urusan luar negeri. 

Jadi menurut teori ini Hukum Internasional 
adalah bersumber dari Hukum Nasional

Penganutnya dinamakan mazhab Bonn yang 
salah satu pelopornya adalah Max Wenzel).



Alasan Monisme Dengan Primat
Hukum Nasional

Tidak terdapat satu organisasi di atas negara-
negara yang mengatur kehidupan negara-negara 
di dunia.

Dasar Hukum Internasional yang mengatur 
hubungan internasional adalah terletak pada 
wewenang negara untuk mengadakan perjanjian 
internasional, jadi ini adalah wewenang 
konstitusional. 



MONISME PRIMAT 
HK. NASIONAL

MONISME PRIMAT 
HK. NASIONAL

Hukum Nasional yg 
Lebih Utama

HI mrp manifestasi 
dr Hk. Nasional utk 
Urusan Luar Negeri

Tdk Ada Organ Dunia yg  
Mengatur Kehidupan 

Negara2

Kepentingan Nasional 
hrs Diutamakan



Kelemahan Monisme 
Dengan Primat Hukum Nasional

Hanya memandang hukum sebagai hukum 
tertulis dalam hal ini perjanjian 
internasional.



Monisme Dengan Primat Hukum 
Internasional

Hukum Nasional bersumber dari Hukum 
Internasional yang secara hierarkis lebih tinggi. 

Hukum Nasional tunduk pada Hukum 
Internasional dan kekuatan mengikatnya 
berdasarkan suatu pendelegasian wewenang dari 
Hukum Internasional. 

Penganut teori ini disebut dengan Mazhab 
Vienna.



MONISME PRIMAT 
HK. 

INTERNASIONAL

MONISME PRIMAT 
HK. 

INTERNASIONAL

Hk .Internasional yg 
Lebih Utama

HN memiliki kekuatan 
mengikat krn ada 
pendelagasian dr HI

Kepentingan Nasional 
suatu Negara dpt 
Diutamakan jika tdk 
Bertentangan dg HI



Kelemahan Monisme 
Dengan Primat Hukum Internasional

Jika memandang bahwa Hukum Nasional bersumber 
dari Hukum Internasional, ini artinya Hukum 
Internasional ada terlebih dulu daripada Hukum 
Nasional, hal ini tentu saja bertentangan dengan 
kenyataan sejarah, yang menyebutkan bahwa Hukum 
Nasional ada lebih dulu daripada Hukum 
Internasional. 

Wewenang mengadakan perjanjian internasional 
terletak pada Hukum Nasional.



 munculnya ketentuan dl hk internasional yg lebih humanis
yaitu rezim HAM Internasional.

 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 Art 27,
menguatkan pendapat kelompok ini “hukum nasional tidak
boleh dijadikan sebagai dalih untuk menghindar dari
kewajiban hukum internasional”.

 Tokoh :

Hans Kelsen, Starke, Sir Hersch Lauterpacht

Kontribusi aliran monisme



praktik



Primat Hukum Internasional Menurut 
Praktik Internasional

• Setiap negara saat ini saling menghormati batas wilayah
negara masing-masing.

• Pada umumnya negara-negara menaati kewajiban-kewajiban
yang bersumber dari perjanjian internasional dengan
negara lain.

• Hukum Internasional yang mengatur kekebalan dan 
keistimewaan diplomatik ditaati oleh negara-negara yang 
melakukan hubungan diplomatik dan konsuler.

• Perlindungan terhadap orang asing dan hak milik asing 
yang diberikan oleh Hukum Internasional ditaati oleh 
negara-negara.



Inggris

Doktrin Inkorporasi

Hukum Internasional adalah hukum negara 
(international law is the law of the land). 

Pertama kali dikemukakan oleh Blackstone (abad 
18). 

Daya berlaku doktrin ini dibedakan untuk dua hal 
yaitu: hukum kebiasaan internasional dan Hukum 
Internasional yang tertulis



Inggris: 
Hukum Kebiasaan Internasional

3 pengecualian: 

• tidak bertentangan suatu undang-undang baik yang lebih
tua maupun yang akan ada kemudian.

• Sekali ruang lingkup suau ketentuan hukum kebiasaan
internasional ditetapkan oleh keputusan mahkamah
tertinggi, maka semua pengadilan di bawahnya terikat oleh
keputusan itu, walaupun di kemudian hari ternyata
kebiasaan tersebut bertenangan dengan Hukum Nasional.

• Ketentuan hukum kebiasaan tersebut harus merupakan
ketentuan yang umum diterima oleh masyarakat
internasional.



Inggris: 
Hukum Kebiasaan Internasional

Penerapan doktrin inkorporasi meliputi dua dalil, yaitu:

• Dalil konstruksi hukum, yaitu bahwa undang-undang yang 
dibuat oleh parlemen harus ditafsirkan sebagai tidak 
bertentangan dengan Hukum Internasional. 

• Artinya, dalam melakukan penafsiran terhadap undang-undang 
ada pra-anggapan bahwa parlemen tidak berniat melakukan 
pelanggaran terhadap Hukum Internasional.

• Dalil tentang pembuktian suatu ketentuan Hukum 
Internasiional, yaitu bahwa Hukum Internasional tidak 
memerlukan kesaksian para ahli di pengadilan Inggris.



Inggris: Perjanjian Internasional

Perjanjian yang memerlukan persetujuan 
parlemen, memerlukan pula pengundangan 
nasional, 

Perjanjian yang tidak memerlukan 
persetujuan parlemen dapat berlaku 
langsung setelah penandatanganan.



Inggris: Perjanjian Internasional

Perjanjian yang memerlukan persetujuan parlemen:

• Perjanjian yang memerlukan diadakannya perubahan 
perundang-undangan nasional.

• Perjanjian yang menyebabkan perubahan status atau garis 
batas wilayah negara.

• Pejanjian yang mempengaruhi hak sipil Warga Negara 
Inggris.

• Pejanjian yang akan menambah beban keuangan negara.



Amerika Serikat

• Juga menganut doktrin inkorporasi. 

• Undang-undang yang dibuat dengan persetujuan DPR 
(Congress) diusahakan tidak bertentangan dengan Hukum 
Internasional, namun jika kemudian suatu undang-undang 
baru ternyata bertentangan dengan Hukum Internasional, 
maka yang harus dimenangkan adalah undang-undang.

• Membedakan penerapan antara Hukum Kebiasaan 
Internasional dan Perjanjian Internasional

• Perbedaan Amerika Serikat dengan Inggris tampak jelas
dalam hubungan antara perjanjian internasional dengan
Hukum Nasional



Amerika Serikat

Di Amerika Serikat perlu atau tidaknya 
pengundangan secara nasional suatu perjanjian 
internasional ditentukan oleh dua hal, yaitu 

 apakah bertentangan dengan konstitusi? 

 apakah perjanjian internasional tersebut merupakan 
golongan self executing treaties atau non self executing 
treaties?



Amerika Serikat

• Jika pengadilan Amerika Serikat menetapkan bahwa suatu 
perjanjian internasional tidak bertentangan dengan 
konstitusi dan termasuk golongan perjanjian internasional 
self executing, maka perjanjian tersebut dianggap bagian 
dari Hukum Nasional Amerika Serikat dan tidak 
memerlukan pengundangan nasional. 

• Sedangkan jika perjanjian internasional tersebut termasuk 
perjanjian non self executing maka diperlukan 
pengundangan nasional.



Jerman Dan Perancis

• Dalam UUD Jerman dan UUD Perancis disebutkan bahwa
ketentuan-ketentuan Hukum Internasional merupakan
bagian dari Hukum Nasional. 

• Ketentuan Hukum Internasional kedudukannya lebih tinggi
daripada UU nasional dan langsung menimbulkan hak dan
kewajiban bagi penduduk wilayah mereka.

• Dalam sistem hukum Jerman dan Perancis tidak
dipersoalkan transformasi perjanjian internasional ke
dalam Hukum Nasional, 
• menurut sistem hukum kedua negara tersebut, pengesahan

perjanjian dan pengumuman resmi sudah mencukupi syarat
suatu perjanjian internasional merupakan bagian dari Hukum
Nasional.



Indonesia

Indonesia terikat dalam kewajiban 
melaksanakan dan menaati semua ketentuan 
perjanjian internasional yang telah 
disahkan (diratifikasi) setelah sebelumnya 
dikeluarkan undang-undang mengenai 
pengesahan perjanjian internasional 
tersebut.



PERJANJIAN INTERNASIONAL

PERJANJIAN 
INTERNASION

AL

ADOPSI 
KHUSUS

1. Teori Transformasi
2. Teori Delegasi

BERLAKU
HUKUM 

NASIONAL



KEBIASAAN INTERNASIONAL

KEBIASAAN 
INTERNASIONAL

Tanpa AdoPsi 
Khusus

DOKTRIN 
BLACKSTONE

BERLAKU
HUKUM 

NASIONAL

INGGRIS

TEORI 
INKORPORASI



Teori Delegasi
 aturan-aturan konstitusional Hukum Internasional mendelegasikan

kepada masing-masing konstitusi Negara.

 Prosedur dan metode yang digunakan Negara merupakan
suatu kelanjutan proses, yang dimulai dengan penutupan
(persetujuan) suatu Perjanjian Internasional.

 Tidak ada penciptaan (pembuatan) aturan hukum atau Hukum
Nasional yang benar-benar baru.



TEORI DELEGASI

HUKUM 
INTERNASIONAL

Persetujuan 
Negara BERLAKU

HUKUM 
NASIONAL

Tanpa Menciptakan 
Norma Hukum 
(Nasional) yg Baru



TEORI TRANSFORMASI

HUKUM 
INTERNASIONAL

Persetujuan 
Negara BERLAKU

HUKUM 
NASIONAL

PENYESUAIAN 
KAIDAH, PRINSIP 
HI

MENCIPTAKAN 
KAIDAH HUKUM  
(NASIONAL) YG 
BARU



selesai


